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Abstrak 

Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia, dalam kaitamrya dengan 
penerapan hukum adat dan hukum Islam, ada pendapat yang me,ryatakan bahwa 
hukum Islam tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan kepada orang Islam 
Indonesia sebab, menurut mereka, dalam ketentuan h[!/b maijub dan ketentuan 
dzawi al-arham yang terdapat dalam hukum 1varis Islam, sistem penggantian seperti 

yang terdapat dalam B W dan hukum adat tidak dikena!. Artinya, kedudukan 
orang tua yang teltih meninggal dunia lebih dahulu tidak dapat digantikan 
(bagiannya tidak diberikan kepada) anak1!)1a. Pandangan demikian, justeru 
menu'!Jukkan kesempurnaan hukum waris Islam, karena pada hakekatnya, nasib 
pada ahli waris baik ahli waris malyub maupun dzawi al-arham yang te!ah 
ditinggal mati oleh orang tuanya (penerima 1varisan seandainya masih hidup) pun 
diatur dalam hukum waris Is!am,yaitu melalui ketentuan wasiat wcgibah. 

Ketentuan wasiat wcyibah (ahli waris penggantz) dalam pasal 185 KHI 
telah diterapkan dan dilaksanakan oleh para hakim di lingkungan PA dengan 
menggunamkan Doktrin Mawali Hazairin. Namun dalam penetapan ahli waris 
,tJengganti (AP), ada sebagian hakim yang menganggap setiap ahli waris, terutama 
para cum si pewaris, yang orang tuanya telah meninggal dunia ditetapkan sebagai 
AP. Karena,rya, dalam beberapa kasus pewarisan, ahli waris yang seharusnya 
mendapatkan warisan karena kedudukamrya sendiri, akhirnya ditetapkan sebagai 
AP. 

Kata Kunci: Wasiat W cgibah, Kompilasi Hukum Islam, Hakim, Pengadi!an 
Agama, Doktrin Mawali Hazairin. 

Pendahuluan 

Penerapan hukum waris bagi orang Indonesia dalam kaitannya 
dengan penerapan hukum Islam, ada pendapat yang menyatakan bahwa 

hukum Islam tidak dapat diterapkan kcpada orang Islam Indonesia. Salah 
satu penyebab timbulnya pendapat ini ialah, antara lain, tentang sistem 
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ahli waris pengganti (Plaatsvervu//injJ. Sebab, menurut ketentuan­
ketentuan hc!fb maijub (hqjb hirman) clan ketentuan dzawi a/-arham yang 
terdapat dalam hukum waris Islam, sistem penggantian seperti yang 
terdapat clalam BW clan hukum aclat tidak dikenal. Artinya, kecluclukan 
orang tua yang telah meninggal clunia lebil clahulu ticlak clapat digantikan 
(bagiannya tidak diberikan kepacla) anaknya. Jadi menurut mereka yang 
berpenclapat demimikian, karena hukum Islam ticlak mengenal sistem 
penggantian/ ahli waris pengganti, maka ia dianggap ticlak adil, ticlak 
sesuai clan ticlak clapat diterapkan di Indonesia. 

Pandangan dernikian, justeru menunjukkan kesempurnaan 
hukum waris Islam. Sebab pacla hakekatnya, nasib pacla ahli waris - baik 
ahli waris dzawi a/-arham maupun ahli waris mafvitb - yang telah ditinggal 
mati oleh orang tuanya (penerima warisan seanclainya masih hiclup) pun 
diatur clalam hukum waris Islam, yaitu melalui ketentuan wasiat wajibah. 
Yang dimaksucl dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang 
pelaksanaannya ticlak dipengaruhi atau ticlak bergantung kepacla kemauan 
atau kehendak si yang meninggal clunia. Wasiat ini tetap harus 
dilaksanakan, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki 
maupun ticlak dikehenclaki oleh si yang meninggal clunia. Jadi, pelaksa­
naan wasiat tersebut ticlak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut 
diucapkan atau ditulis atau dikehenclaki, tetapi pelaksanaannya 
didasarkan kepacla alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa 
wasiat tersebut harus dilaksanakan.1 Ketentuan wasiat wajibah di atas 
merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan Q.S., 2: 180. 

Sebagian ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat al-Baqarah 
tersebut, berpenclapat bahwa wasiat (kepacla ibu-bapak clan kerabat) yang 
asalnya wajib, sampai sekarangpun kewajiban tersebut masih tetap clan 
clapat diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepacla wa/idai11 
clan aqrabin--yang ticlak menclapat bagian (penerimaan) harta pening­
galan-clapat diterapkan clan dilaksanakan. Sedangkan sebagian lain 
berpenclapat bahwa ketentuan wasiat wajibah ticlak clapat diterapkan clan 
dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat clalam ayat 
tersebut telah dinasakh, baik oleh al-Qur'an maupun Hadis.2 

Ketentuan wasiat wajibah ini pertama kali dilaksanakan di negara 
Mesir, yakni termuat clalam Qanun a/-Wash!Jah (Egiption Law ef Bequest), 
yaitu Unclang-unclang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Prinsip­
prinsip yang terkanclung clalam Unclang-unclang tersebut terlihat clalam 
pasal 76-79.3 Ketentuan wasiat wajibah clalam Unclang-unclang Wasiat 
Mesir tersebut kemudian dijadikan mutatis mutandis, diambil alih, clengan 
sedikit perubahan, oleh negara-negara Islam lainnya, seperti, di Suriah 
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dalam pasal 257 Siryan Law q/ Personal Status 1953," di Tunisia dalam 
artikel 192 Tunisia Law ef persona/ status 1956. 5 clan di Maroko dalam pasal
266-269 Code if Persona/ Status 1957-1958.6 

Masalah wasiat wajibah ini tertuang juga dalam Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia (Kl-II), yakni dalam pasal 185 clan 209. Pasal 
185 KHI menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah 
meninggal terlebih dahulu dari pewaris ia menggantikan kedudukan 
orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hid up) dalam 
menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, menurut 
Suparman Usman kedudukannya menjadi penerima wasiat wajibah, yakni 
sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan 
istilah P/aatsvervu//ing. Namun demikian substansi clan ungkapan pasal 185 
tersebut masih bersifat umum yang mengandung ketidakjelasan, sehingga 
menyebabkan timbulnya kerancuan pemahaman clan menyulitkan dalam 
penerapannya. Di samping itu orang yang berhak menerima wasiat 
wajibah menurut Unclang-undang Wasiat Mesir adalah cucu atau para 
cucu keturunan anak perempuan {generasi pertama} clan keturunan anak 
laki-laki {seluruh generasi}-bukan penerima warisan--yang orang tua­
nya telah lebih dahulu meninggal dari si pewaris, menurut Undang­
undang Maroko clan Suriah hanya cucu atau para cucu keturunan anak 
lah.-i-laki {seluruh generasi}; clan menurut Undang-undang Tunisia hanya 
cucu a tau para cucu {generasi pertama} dari keturunan anak laki-laki 
maupun perempuan; sedangkan di Indonesia juga kepada para anak 
(keturunan) wa/idain clan aqrabin secara umum (pasal 185), clan kepada 
anak/ orang tua angkat (pasal 209). Bahkan pemberian wasiat wajibah 
kepacla anak atau orang tua angkat justeru lebih mendapat 
penekanan/perhatian.7 Paclahal, wasiat wajibah merupakan salah satu 
cara/ketentuan dalam pewarisan, clan pengangkatan anak {adopsi}-yang 
merupakan salah satu sebab pewarisan pra-Islam, telah dihapus sebagai 
sebab pewarisan dalam Islam. 

Keberadaan Wasiat Wajibah 

Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diberikan pada wa/idain clan 
aqrabin yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan 
pewaris, baik karena mereka dzawi a/-arham, maijub maupun mahrum, yang 
orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima wari.san) telah meninggal 
lebih dahulu dari pacla pewaris. 

Perbedaan pendapat para ulama mengenai perbedaan ketentuan 
wasiat wajibah, terletak pada pemberlakukan mereka atas "nasikh­
mansukh" terhadap nash (al-Qur'an), yakni ayat 180 surat al-Baqarah 
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oleh ayat-ayat mawarits dan had.is "la washryata liwaritsin". Mengenai hal 
ini, penulis cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa wasiat 
wajibah boleh diberikan kepada "walidain" clan "aqrabin" yang tidak 
mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris. Sebab dengan diber­
lakukannya ketentuan-ketentuan mengenai bagian-bagian penerimaan 
"walidain" clan "aqrabin" (ahli waris) yang diatur oleh ayat-ayat mawaris 
(antara lain Q.S. 4 : al-Nisa : 11 clan 12), kewajiban memberikan wasiat 
yang diatur oleh ayat 180 surat al-Baqarah tetap berlaku bagi mereka 
yang tidak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang diatur oleh 
ayat-ayat mawaris tersebut. Di samping itu, karena obyek wasiat wajibah 
adalah para anak yatim, masalah wasiat wajibah ini merupakan masalah 
yang sangat menyentuh segi keadilan clan kemanusiaan yang perlu 
diperhatikan clan diperjuangkan seluruh umat Islam. 

Ketentuan wasiat wajibah ini diakui keberadaannya dalam hukum 
positif di Indonesia, bahkan dalam lingkup yang lebih luas, yakni selain 
mencakup seluruh "walidain" clan "aqrabin''-tidak terbatas kepada cucu 
keturunan anak laki-laki (seperti Maroko clan Suriah), atau cucu 
keturunan anak laki-laki clan anak perempuan dalam thabaqat 11la (tingkat 
pertama) saja (seperti Tunisia), maupun para cucu (seluruh tingkatan) 
keturunan anak laki-laki clan para cucu (tingkat pertama) keturunan anak 
perempuan saja (seperti di Mesir)--tetapi juga kepada anak/orang tua 
angkat. Hal ini dapat dilihat dari pasal 185 clan pasal 209 KHI yang 
mengatur tentang wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti clan 
anak/ orang tua angkat, sebagai berikut: 

Pasal 185: 

1. Ahli waris yang meningg,al lebih dah11lu dari pada si pewaris maka
kedttdukamrya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang ·
tersebut dalam pasal 17 3.

2. bagian bagi ahli waris pengg,anti tidak boleh melebihi dari bagian ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 209: 

(1) Harta Peningg,alan anak angkat dibagi berdasarkan pas al-pas al 176
sampai dengan 19 3 terse but diatas; sedangkan terhadap rang t11a
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wa_jibah sebanyak­
banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua
angkatnya.
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Sejak Instruksi Presiden Nomor 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang 
memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI 
sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada 
Loka Karya tahun 1988. dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 
Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 yang menyerukan kepada seluruh 
instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait 
agar menyebarluaskan KHI tersebut, dan sedapat mungkin menerap­
kannya di samping perundang-undangan lainnya, berarti KI-II telah 
memperoleh kekuatan clan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik 
di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya clan masya­
rakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam 
bidang yang telah diatur oleh KHI tersebut. 

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa KJ--II di Indonesia 
telah memberlakukan/memberikan ketentuan wasiat wajibah kepada 
ahli waris yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari 
pada pewaris, yakni dalam kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, 
clan kepada anak atau orang tua angkat yang tidak mendapatkan atau 
tidak diberi wasiat oleh orang tua atau anak angkatnya. 

Keberadaan wasiat wajibah ini, pada hakekatnya, sebelumnya 
telah diupayakan (bahkan sudah ada) pelaksanaannya. Sebab, di samping 
upaya para ulama, baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan 
dalam seminar hukum waris, mereka sangat mendukung berlakunya 
wasiat wajibah ini, dengan memberikan bagian kepada cucu yang tidak 
mendapat bagian warisan. Di sisi lain, ada beberapa fatwa Pengadilan 
Agama Indonesia yang sudah menerapkan ketentuan wasiat wajibah ini, 
yang menggambarkan bahwa prinsip wasiat wajibah sudah dilaksanakan 
oleh sebagian Hakim Agama di Indonesia, antara lain: 

1. Fatwa Waris Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor
278/R/1980 Tanggal 22Juni 1981;

2. Fatwa \Varis Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor
084/R/1980, tanggal 6 Desember 1980; clan

3. Fatwa Waris Pengadilan Agama Tangerang Nomor 40/1978,
tanggal 27 Desember 1978.8 

Keberadaan (penerima) wasiat wajibah dalam hukum positif di 
Indonesia (dalam hal ini KHI) tidak hanya diakui clan dilaksanakan, 
bahkan (seakan-akan) "dimanjakan", mengingat pasal yang mengatur hal 
tersebut, yakni pasal 185 K.HI tidak menjelaskan bagaimana hubungan 
pcwaris dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadikan 
pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal 
terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukannya digantikan oleh anaknya. 

W AS!AT WAJ!BAH; KONSEP D,\N PELAKSA-
S NA1\NNY1\ DALAM l -IUKUM POSITIFDI lN­

DONESI,\ 

YUSUF SOM1\WINAT1\ 



Pengaturan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) dalam 
KHI yang hanya satu pasal ini, tentunya, menyebabkan substansi clan 
ungkapan pasal 185 tersebut masih bersifat umurn yang mengandung 
ketidakjelasan, sehingga menyebabkan timbulnya kerancuan pemahaman 
clan menyulitkan dalam penerapannya. Umpamanya dalam cara penyele­
saian ahli waris pengganti tersebut dalam hubungannya dengan cara 
pemberian bagian kepada cucu/para cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibn 

al-ibn) atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau sebapak 
(ibn al-akh) yang termasuk kelompok 'ashabah, atau kepada cucu/para 
cucu perempuan dari anak laki-laki (bint al-ibn) yang termasuk kelompok 
dzawil furudh a tau 'ashabah (bi! ghair), yang dalam kasus tertentu mereka 
sudah ditentukan bagiannya selama tidak terhijab (hirman), mengingat 
keberadaan kelompok dzawil furudh clan 'ashabah diakui oleh KHI, 
yakni dalam pasal 17 4, pasal 192, clan pasal 193. 

Kerancuan penafsiran sebagaimana diuraikan di atas; terlihat 
dalam penerapan ahli waris pengganti (AP) di Pengadilan Agama Banten 
tahun 1996-2000. Berdasarkan data yang ada, dari 23 kasus yang memuat 
196 AP, kedudukan AP tersebut bisa dibedakan kepada kelompok dzawil 
arham sebanyak 35 orang (27,04%), kelompok yang terkena hijab seba­
nyak 96 orang (48,98%) clan kelompok yang tidak termasuk keduanya 
sebanyak 47 orang (23,98%). Dengan dernikian sebanyak 23,98% terse­
but sebenarnya bukan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah), 
melainkan mereka mendapatkan warisan karena kedudukannya sendiri 
(bukan menggantikan orang lain). 

Ketidakjelasan tersebut, yakni tidak ada batasan mengenai ahli 
waris pengganti (penerima wasiat wajibah), clan tidak adanya petunjuk 
bagaimana cara memberikan bagian kepada ahli waris pengganti (pene­
rima wasiat wajibah) apakah bagian yang akan diberikan kepada ahli 
waris pengganti tersebut sepertiga bagian harta peninggalan, clan 
kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian 
masing-masing, seperti konsep Syahatah Al-Husaini, atau mengurangi 
bagian seluruh ahli waris sehingga seakan-akan terjadi 'aul seperti cara 
penyelesaian Hasanain Muhammad Makhluf, ataukah pemberian tersebut 
dalam kasus tertentu hanya mengurangi bagian dari kelompoknya, 
dengan menganggap seolah-olah ahli waris yang digantikan masih hidup, 
seperti dalam Doktrin Mawali Hazairin (tentunya dengan memperhatikan 
batas maksimal sepertiga), atau melanjutkan cara ketiga tersebut, dengan 
memberikan ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) kemudian 
sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya sesuai kadar bagian masing­
masing, seperti cara penyelesaian Hasbi ash-Shiddiqy . 
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Penyelesaian kasus pewarisan yang didalamnya terdapat penerima 
wasiat wajibah yang dilakukan oleh Muhammad Musthafa Syahatah al­
Husaini adalah memberikan sepertiga bagian kepada penerima wasiat 
wajibah, clan memberikan sisanya (1 /3 bagian) kepada abli waris yang 
berhak menerimanya. Jadi dalam penyelesaian Muhammad Musthafa 
Syahatah al-Husaini ini, bagian penerimaan orang penerima wasiat 
wajibah, seandainya masih hidup tidak diperhitungkan.9 

Penyelesaian kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat wasiat 
wajibab yang di lakukan olah Hasanain Muhammad Makhluf: Pertama: 
Menentukan bagian masing-masing ahli waris (tidak termasuk penerima 
wasiat wajibah) sesuai kadar penerimaannya. Kedua: Membeikan bagian 
penerima wasiat wajibah sebesar saham yang diterima oleh saudara orang 
tuanya (dengan ketentuan lidzakari mitslu hadhi al-untscryainz), sehingga 
dalam kasus tersebut seakan-akan terjadi 'aul. Ketiga: Apabila bagian 
penerima/para penerima wasiat wajibah, pada poin kedua di atas, 
sepertiga (kurang dari sepertiga) tirkah, maka ketentuan rada poin kedua 
tersebut diberlakukan; tetapi apabila bagiannya meleb1hi sepertiga tirkah, 
maka bagian penerima wasiat wajibah sepertiga tirkah, sedangkan dua 
pertiga lainnya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan kadar bagiannya 
masing-masing.10 

Penyelesaian pewarisan yang di dalamnya terdapat penerima 
wasiat wajibah yang dilakukan oleh Hazairin adalah dengan memberikan 
bagian para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia, sebesar 
bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya, yakni sebagai mawa!i 
bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia tersebut. Jadi dalam 
menyelesaikan kasus pewarisan tersebut, para ahli waris diberikan bagian 
sebesar bagian penerimaanya, termasuk para ahli waris pengganti yang 
menduduki kedudukan orang tuanya, dengan membagikan diantara 
mereka (bila lebib dari seorang) dengan ketentuan laki-laki mendapatkan 
dua kali bagian perempuan.11 

Penyelesaian kasus pewarisan yang di dalamnya terdapat 
penerima wasiat wajibah yang dilakukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy 
adalah: 

Pertama: Menentukan bagian masmg-masmg alih waris 
(termasuk penerima wasiat wajibah, menggantikan 
kedudukan orang taunya yang telah meninggal) sesuai 
kadar penerimaannya; 

Kedua: Memberikan bagia1: penerimaan wasiat wajibah 
tcrsebut sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh 
orang tuanya (maksimal sepertiga bagian), atau 
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sebesar seperti� tirkah apabila penenmaannya 
melebihi batas maksimal tersebut; 

Ketiga: Memberikan kelebihan tirkah (setelah diambil bagian 
penerima wasiat wajibah) kepada para ahli waris 
sesuai den�n kadar bagiannya masing-masing.12 

Sebagai contoh di bawah ini penulis kemukakan penyelesaian 
kasus yang ahli warisnya terdiri atas Ibu (I), Bapak (B), 2 orang anak laki­
laki (L clan K), clan seorang cucu perempuan dari anak perempuan (P). 

0 + 

B I I 

Keterangan: 
+ = hubungan perkaivinan 
• = Pewaris

b 
L 

0 = orang laki-laki, masih hidup
e = orang laki laki, sudah meninggal
l::,. = orangperempuan, masih hidup
A = orang perempuan sudah mati

• +

M I 
0 

K 

.... 

I 
... + • 

I 
...::,. 

p 

(1) Penyelesaian kasus di atas menurut Hasanain Muhammad Makhluf:

Pertama: menentukan bagian masing-masing ahli waris (selain 
penerima wasiat wajibah), sesuai kadar penerimaannya: 
B (Bapak) = 1 / 6 : 1 ---- 1 / 6 tirkah 
I (Ibu) = 1/6 a.m. 6 : 1 ---- 1/6 tirkah 
L clan K (anak lk) = 'ashabah : :!: ---- 4/ 6 tirkah 

6 

Kedua: Memberikan bagian penerima wasiat wajibah (P)­
karena orang tuanya perempuan-seten�h bagian penerimaan L 
atau K, clan memasukkannya dalam perhitungannya. 
B (Bapak) = 1/6 : 1/7 
I (Ibu) = 1/6 : 1 /7 �I"; 
L clan K (anak lk) = 4/6 4/7 (masing-
masing 2/7) 
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P (cucu pr) = 1/6 (setengah bagian L <la!} K ): li1. 
7/7 

( dalam perhitungan di atas seakan-akan terjadi 'aul). 

Ketiga: Karena bagian penerimaan P adalah sebesar 1 /7 bagian 
(lebih kecil dari seperriga), maka ketentuan pada poin kedua di 
atas diberlakukan. 
Bagian B (Bapak) 
Bagian I (Ibu) 
Bagian L (anak lk) 
Bagian K (cucu lk) 
Bagian P (cucu pr. Per. pr) 

= 1/7 rirkah 
= 1/7 rirkah 
= 2/7 rirkah 
= 2/7 rirkah, clan 
= 1/7 rirkah 

(2) Penyelesaian kasus di atas menurut Syahatah al-Husaini
Pertama memberikan 1/3 bagian kepada penerima wasiat 
wajibah (P), kemudian memberikan sisanya, yakni 2/3 bagian 
kepada ahli waris lainnya, sebagai berikut: 
B (Bapak) = 1/6 x 2/3 = 2/18 rirkah 
I (Ibu) = 1/6 x 2/3 = 2/18 rirkah 
L clan K (anak lk) = 4/6 x 2/3 = 8/18 rirkah (masing-
masing 4/18 rirkah) 
P (cucu pr) = 1/3 rirkah = 6/18 rirkah 

(3) Penyelesaian kasus di atas menurut Has bi Ash-Shiddieqy
Pertama: Menentukan bagian masing-masing ahli waris (termasuk 
penerima wasiat wajibah): 

B (Bapak) = 1/6 = 1

I (Ibu) = 1/6 = 1 

a.m. 6
L dan K (anak lk) 

} = 'ashabah =4 

P (cucu pr) 
6 

Karena 4 saham bagian L, K, clan P tidak dapat dibagi dengan 5 
(L : K : P = 2 : 2 : 1), maka asal masalah 6 tersebut harus 
ditashhih sebagai berikut: 
B (Bapak) = 1 (x5) 
I (Ibu) = 1 (x5) 
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L, K clan P (anak lk) = 4 (xS) 
masing 6 

= 20 ----20/30 (masing--
30 

L=8/30, K=8/30, clan P=4/30) 

K.edua: Memberikan bagian penerima wasiat wajibah (P) sebesar 
4/30 (kurang dari 1/3) bagian. 
K.etiga: Memberikan sisanya (26/30 bagian) kepada para ahli 
waris lainnya, sesuai kadar bagian masing-masing. · 
Bagian B = 1/6 x 26/30 = 26/180 13/90 
tirkah 
Bagian I 
tirkah 

= 1/6 X 26/30 = 26/180 

Bagian L clan K = 4/6 x 26/30 = 104/180 
tirkah (masing-masing 26/90 tirkah),dan Bagian P 
tirkah = 12/90 tirkah. 

( 4) Penyelesaian kasus di atas menurut Hazairin:

13/90 

= 52/90 
4/30 

Memberikan bagian kepada ahli waris sebesar bagian penerima­
annya, termasuk penerima wasiat wajibah/ ahli waris pengganti 
(menduduki kedudukan orang tuanya): 

B (Bapak) = 1/6 = 1 --- x5 = 5  =5/30 tirkah 
I (Ibu) = 1/6 = 1 --- x5 = 5  =5/30 tirkah 

a.m. 6 =8 =8/30 tirkah 

L (anak lk) j" 'ssh,b,h = 4 --- x5 = 20 
K (anak lk) =8 8/30 tirkah 
P (cucu pr) � 4/30 tirkah 

6 30 

K.etidakjelasan mengenai cara membcrikan bagian kepada AP 
tersebut, tentunya membuka peluang kepada para hakim, dalam 
penetapannya, memberikan bagian kepada ahli waris pengganti 
(penerima wasiat wajibah) tersebut lebih dari sepertiga bagian harta 
peninggalan pewaris. Hal ini terlihat dari data di Pengadilan Agama 
Banten, ternyata para hakim sebanyak 39,13% (9 kasus) memberikan 
bagian lebih dari sepertiga harta peninggalan pewaris kepada ahli waris 
pengganti tersebut. 

Dari uraian di atas, dapatlah dipaharni bahwa keberadaan wasiat 
wajibah dalam hukum positif di Indonesia, sejak KHI memperoleh 
kekuatan clan bentuk yuridis untuk digunakan clan dijadikan rujukan para
i\LQALAM 10 Vol. 25, No. 1 (lanuari-April 2008) 



hakim dalam praktek di Pengadilan Agama, telah diakui clan dilaksanakan 
oleh para hakim di lingkungan peradilan agama. Pasal yang mengatur 
ketentuan wasiat wajibah bagi anak/ orang tua angkat (pasal 209) cukup 
jelas. Namun pasal 185, mengingat pasal yang mengatur ketentuan wasiat 
wajibah bagi ahli waris penggati (penerima wasiat wajibah) tersebut 
masih bersifat umum, tentunya masih memerlukan penjelasan, terutama 
mengenai orang orang yang berhak menerima wasiat wajibah (sebagai 
ahli waris pengganti), clan cara serta batas maksimal yang harus diberikan 
kepada mereka. Karenanya pasal 185 KHI tersebut perlu ditambah atau 
diadakan penyempurnaan. 

Kasus Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama 
Pelembagaan Peradilan di dalam Undang-undang Nomor 7 Ta­

hun 1989 menurut Abdul Ghani Abdullah didasarkan kepada pasal 24 
clan 25 UUD 1945 clan diletakkan pada sebuah potensi pelaksanaan 
kekuasaan kehakiman. Titik berat kebenarannya sebagai alat untuk 
menegakkan clan mempertahankan hukum berorientasi pada tata hukum 
nasional. 13 

Pasal 27 ayat (1) Undang-unclang Dasar 1945 menetapkan 
"segala warga Negara bersamaan kecluclukannya di clalam hukum clan 
perherintahan clan wajib menjunjung hukum clan pemerintahan itu 
clengan tidak ada kecualinya", clan pasal 29 ayat (2) Unclang-undang 
Dasar 1945 menetapkan "Negara menjamin kemerclekaan tiap-tiap 
penducluk untuk memeluk agamanya masing-masing clan untuk beribadat 
menurut agama clan kepercayaannya itu". 

Penafsiran pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan di clepan 
hukum dengan pasal 29 ayat (2) yang menjamin kemerdekaan untuk 
memeluk agamanya masing-masing adalah hubungan lex genera/is di satu 
pihak clan hubungan lex specialis di pihak lain. Persamaan di haclapan 
hukum di mana kepacla seluruh warga negara diberikan pelayanan hukum 
yang sama tanpa diskriminasi yang diizinkan oleh unclang-unclang oleh 
sebab-sebab ras, warna, golongan, agama, clan sebagainya, berlaku 
umum, jadi lex genera/is. Lex specialis-nya clalam hal ini aclalah hak untuk 

, memeluk agamanya masing-masing clan beribaclat menurut agama clan 
kepercayaannya itu. Semua penducluk diberi hak memeluk clan 
menjalankan ibaclat agamanya masing-masing. Pemeluk agama Islam 
umpamanya, clengan clemikian, dapat memeluk agama Islam clan 
menjalankan ibaclat agama Islam. 

Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan keha­
kiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung clan lain-lain baclan 
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kehakiman menurut undang-undang. Susunan clan kekuasaan badau 
kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang Nomor 
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kcha­
kiman, dalam pasal 10 ayat (1) mengundangkan. Kekuasaan kehakiman 
d.ilakukan oleh pengad.ilan dalam lingkungan: a. Perad.ilan Umum, b. 
Peradilan Agama, c. Perad.ilan Militer, d. Perad.ilan Tata Usaha Negara. 

Sebagai suatu undang-undang pokok, Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1970 memerlukan undang-undang lain untuk mengatur empat 
lingkugan perad.ilan yang diundangkan dalam undang-undang itu, antara 
lain undang-undang tentang Perad.ilan Agama.14 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perad.ilan Agama 
disahkan clan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1989, d.imuat 
dalam Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lemba­
ran Negara RI Nomor 3400. 

Secara singkat isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 antara 
lain: 
1. Bahwa Perad.ilan Agama adalah perad.ilan bagi orang-orang yang

beragama Islam (pasal 1), dan merupakan salah satu pelaksanaan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari kead.ilan yang beragama
Islam mengenai perkata perdata tertentu yang diatur dalam undang­
undang ini (pasal 2).

2. Bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Perad.ilan Agama yang
merupakan Pengad.ilan Tingkat Pertama clan Pengad.ilan Tinggi
Agama yang merupakan Pengad.ilan tingkat banding (pasai 3 dan 6).

3. Bahwa pengad.ilan Agama bertugas clan berwenang memeriksa,
memutus, clan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama
antara orang-orang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b)
Kewarisan, Wasiat, clan Hibah, yang d.ilaksanakan sesuai Hukum
Islam, clan (c) Wakaf clan Shadaqah (pasal 49 ayat 1).

4. Bahwa dengan berkakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
beberapa peraturan yang berhubungan dengan Perad.ilan Agama yang
sudah ada sebelumnya, seperti peraturan tentang Perad.ilan Agama di
Jawa clan Madura (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 clan 610),
Peraturan tentang Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Kalimantan
Selatan clan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 clan 639),
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan
Pengad.ilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa clan Madura
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dinyatakan tidak berlaku
(dicabut).
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut Bustanul Arifin 
adalah lompatan raksasa. Dari segi perundang-undangan dia adalah 
lompatan seratus tahun clan dari segi substantive dia adalah lompatan 
seratus windu. Itulah mungkin yang menyebabkan rancangan undang­
undang pengadilan agama begitu ramai ditanggapi. Intisari masyarakat 
Pancasila adalah keluarga clan karena itu adanya Peradilan Agama yang 
merupakan peradilan keluarga (jami!J court; bagi orang-orang Islam 
Indonesia amat menguntungkan, karena keadilan clan kepastian hukum 
yang diberikan Peradilan Agama akan mewujudkan kehidupan keluarga 
yang tenang clan damai. Putusan-putusan Peradilan Agama yang tertali ke 
langit berakar ke bawah (masyarakat) akan mendatangkan kesejukan bagi 

1· masyarakat. , 
Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama itu merupakan 

peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan perangkat hukum 
nasional, tetapi juga bagi umat Islam Indonesia. Sebabnya adalah dengan 
disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah kedudukan Peradil­
an Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang 
mandiri di Indonesia dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum 
Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara­
perkara di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, clan shadaqah yang 
telah menjadi hukum positif di Indonesia. 

Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, clan menyelesai­
kan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden clan 
K.eputusan Menteri Agama Tahun 1991 tentang K.HI, semua produk hu­
kum yang dikeluarkan harus berpedoman clan mengacu kepada KI-II 
tersebut. 

Munculnya ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana dalam 
pasal 185 K.HI, secara historis tidak terlepas dari perkembangan 
sebelumnya, yang telah sering dibicarakan dalam berbagai kajian ilmiah 
sejak tahun 1963, dalam hal ini pemberian bagian bagi cucu yang 
terhalang oleh saudara orang tuanya. Ketentuan ini merupakan hasil 
ijtihadjama'jy (ijma) ulama Indonesia. 

Kehadiran pasal 185 KHI tersebut pada dasarnya telah disambut 
baik oleh pencari keadilan. Hal ini terbukti antara lain dari pada 
penyelesaian khusus ahli waris pengganti yang diajukan kepada 
Pengadilan Agama, bila dihubungkan dengan tahun berlakunya K.HI. 
Data di lokasi penclitian menunjukkan bahwa sebanyak 82,81 % kasus 
ahli waris pengganti tersebut, tahun kematian pewaris terjadi sebelum 
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berlakunya KHI, clan 17,19% tahun kematian pewaris terjadi setelak 
berlakunya KI-II. 

Sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, yakni 5 tahun 
keclua sejak diberlakukannya KHI, kasus pewarisan yang terjadi di 
wilayah Banten (Pengadilan Agama Tangerang, Serang clan Pancleglang) 
tercatat 244 kasus dengan rincian: Pewarisan biasa sebanyak 179 kasus; 
Pewarisan ahli waris pengganti sebanyak 654 kasus; clan Pewarisan anak 
angkat sebanyak 1 kasus (masih clalam proses). 

Kasus ahli waris pengganti produk pengadilan Agama tersebut, 
ternyata ticlak semua memuat kasus wasiat wajibah. Sebab, clari 64 kasus 
yang di clalamnya terclapat ahli waris pengganti tersebut, ahli waris yang 
digantikan kecluclukannya telah lebih clahulu meninggal dunia clari 
pewaris hanya 23 (35,94%) kasus. Seclangkan sisanya, yakni 41 (64,06%) 
kasus, ahli waris yang digantikan kecludukannya baru meninggal setelah 
pewaris meninggal clunia, yang dalam hukum waris Islam dikenal dengan 
istilah Jvf.unasakhat, yakni hal pemindahan bagian penerimaan seorang 
atau beberapa orang ahli waris kepacla ahli warisnya, karena ia meninggal 
clunia sebelum menclapatkan bagian penerimaan harta peninggalan yang 
seharusnya ia a tau mereka terima pada saat masih hidup. 16 

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kasus wasiat 
wajibah di Pengadilan Agama Banten pada tahun 1996 sampai tahun 
2000 sebanyak 23 kasus, yakni 9,43% dari 244 kasus yang diputus­
kan/ ditetapkan, clan 35,94% dari 64 kasus yang di dalamnya terdapat ahli 
waris pengganti 

Berdasarkan data di lokasi penelitian, dari 23 kasus yang di 
dalamnya terdapat 196 orang ahli waris pengganci (penerima wasiat 
wajibah) bila ditinjau dari orang yang menerimanya, para cucu sebanyak 
98 orang (50%) tersebar dalam 14 kasus (60,87%), para anak (keturunan) 
saudara sebanyak 94 orang (47,96%) tersebar dalam 10 kasus (43,48%) 
clan para anak (keturunan) paman sebanyak 4 orang (2,04%) tersebar 
dalam 1 kasus (4,35%). Sedangkan bila dilihat dari kedudukannya, 
sebagai ahli waris clzav.ril arham semabnyak 53 orang (27,04%), tersebar 

'clalam 16 kasus (69,57%), sebagai ahli waris yang terkena hijab sebanyak 
96 orang (48,98%), tersebar dalam 15 kasus (65,22%), dan bukan 
merupakan keclua-duanya sebanyak 47 orang (23,98%), tersebar dalam 
10 kasus (43,48%). 

Dalam hal besarnya bagian yang harus diberikan kepada ahli 
waris pengganti, menurut pasal 185 ayat (2) tidak boleh melebihi dari 
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari lokasi penelitian, ternyata para hakim sebanyak 
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52,17%(12 kasus) memberikan bagian kepada ahli waris pengganti tidak 
melebihi bagian ahli wans yang diganti, sedangkan 47,83% (11 kasus) 
besarnya bagian yang diberikan kepada ahli waris penggantimelebihi 
bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Dari 
data itu terungkap bahwa dalam hal bagian ahli waris pengganti melebihi 
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, terjadi apabila ahli 
waris yang digantikan itu adalah anak laki--laki. Sedangkan apabila ahli 
waris yang digantikan itu perempuan, maka bagian ahli waris pengganti 
tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang 
diganti. 

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa kasus pewarisan 
yang di dalamnya terdapat ahli waris pengganti (penerima wasiat wajibah) 
yang ditangani oleh Pengadilan Agama, telah dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang diundangkan dalam KJ-- II, yaitu berpedoman kepada pasal 
185 KHI tersebut. 

Penyelesaian Kasus Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama 
Penyelesaian Kasus Wasiat Wajibah yang dilah.'"1.lkan Pengadilan 

Agama di wilayah Banten pada umumnya berpedoman kepada pasal 185 
KHI. Hal ini terbukti, dalam penetapannya ada (sering) menggunakan 
kata--kata "berdasarkan pasal 185 K.HI kedudukannya digantikan oleh 
anak/ anaknya". 

Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus wasiat wajibah yang 
dipergunakan oleh Pengadilan Agama di wilayah Banten tersebut, di 
bawah ini penulis kemukakan dua contoh perbandingan penyelesaian 
kasus menurut Pengadilan Agama, Hasanain Muhammad Makhluf, 
Syahatah Al-Husaini, Hasbi Ash--Shiddiqy clan menurut Doktrin Mawali 
Hazairin. 

1. Fatwa Waris Pengadilan Agama Serang Nomor
13/PPPHP /2000/PA/SRG tanggal 21 Mei 2000.
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Keterangan: 
+ = hubungan perkawinan
• = Pewaris
0 = orang laki-laki, masih hidup
e = orang laki lakz� sudah meninggal

!::. = · orangperempuan, masih hidup
• = orang perempuan sudah mati

Kasusnya ialah seseorang (P) meninggal clunia clengan mening­
galkan seorang istri (A), 6 orang sauclara laki-laki sekanclung (B, C, D, E, 
F, clan G), 4 orang saudara perempuan sekanclung (H,I,J, clan K), serta 8 
orang anak sauclara laki-laki sekanclungnya (L), yakni 4 orang laki-laki 
(S,T,U, clan V) clan 4 orang perempuan CW,X,Y, clan Z) 
Perbandingan hasil penyelesaian kasus di atas sebagai berikut: 

Ahli Waris PA Hasanain Syahatah Hasbi Hasanain 
A 36/144 32/140 96/576 528/2304 36/144 
B 12/144 12/140 36/576 198/2304 12/144 
C 12/144 12/140 36/576 198/2304 12/144 
D 12/144 12/140 36/576 198/2304 12/144 
E 12/144 12/140 36/576 198/2304 12/144 
F 12/144 12/140 36/576 198/2304 12/144 
G 12/144 12/140 36/576 198/2304 12/144 
H 6/144 6/140 18/576 99/2304 6/144 
I 6/144 6/140 18/576 99/2304 6/144 

J 6/144 6/140 18/576 99/2304 6/144 
K 6/144 6/140 18/576 99/2304 6/144 
L 2/144 2/140 32/576 32/2304 2/144 
s 2/144 2/140 32/576 32/2304 2/144 
T 2/144 2/140 32/576 32/2304 2/144 
u 2/144 2/140 32/576 32/2304 2/144 
V 2/144 2/140 16/576 16/2304 2/144 
w 1/144 1/140 16/576 16/2304 1/144 
X 1/144 1/140 16/576 16/2304 1/144 
y 1/144 1/140 16/576 16/2304 1/144 
z 1/144 1/140 16/576 16/2304 1/144 

Jumlah 144/144 140/140 576/576 2304/2304 144/144 

2. Fatwa Waris Pengadilan Agama Serang Nomor 
33/PPPHP /2000/PA/SRG tanggal 4 Juli 2000. 
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K.eterangan: 

0 + .6 
R S 

+ = hubungan perkawinan 
• = Pewaris
0 = orang laki-laki, masih hidup 
e = orang laki laki, sudah meninggal 
6. = orang perempuan, masih hidup
A = orang perempuan sudah mati

0+.6.6+.6 
T UV W 

K.asusya ialah seseorang (P) meninggal clunia clengan 
meninggalkan seorang istri (A), 4 orang anak laki-laki (B, C, D, clan E), 
seorang anak perempuan (F), 2 orang cucu clari anak laki-laki (G), yakni 
seorang laki-laki (R) clan seorang perempuan (S), 2 orang cucu clari anak 
perempuan (H), yakni seorang laki-laki (T) clan seorang perempuan (U), 
serta 2 orang cucu dari anak perempuan (I), keduanya perempuan yakni 
(V clan W). 

p b di er an ngan h il as penye esa1an k asus 
Ahli Waris PA Hasanain 

A 76/624 45/600 

B 84/624 84/600 

C 84/624 84/600 

D 84/624 84/600 

E 84/624 84/G00 

F 42/624 42/600 

R 56/624 56/600 

s 28/624 28/600 

T 28/624 28/600 

u 14/624 14/600 

V 21/624 21/600 

w 21/624 21/600 

Jumlah 624/624 600/600 
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Syahatah 
36/432 

56/432 

56/432 

56/432 

56/432 

28/432 

48/432 

24/432 

24/432 

12/432 

18/432 

18/432 

432/432 

di atas se agai en -ut 
Hasbi Hasanain 

171/1872 76/624 

266/1872 84/624 

266/1872 84/624 

266/1872 84/624 

266/1872 84/624 

133/1872 42/624 

168/1872 56/624 

84/1872 28/624 

84/1872 28/624 

42/1872 14/624 

63/1872 21/624 

63/1872 21/624 

1872/1872 624/624 
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Hasil penyelesaian keclua kasus di atas menunjukkan bahwa 
hanya penyelesaian Syahatah al-Husaini yang mempunyai perbeclaan yang 
mencolok, karena clalam penghitungannya selalu memberikan sepertiga 
bagian kepada para penerima wasiat wajibah. Sedangkan yang lainnya 
hasilnya hampir sama, bahkan hasil penyelesaian Pengadilan Agama 
clengan Doktrin Mawali Hazairin persis sama. 

Dari uraian di atas, dapatlah dipaharni bahwa penyelesaian wasiat 
wajibah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama mengacu clan 
berpecloman kepacla pasal 185 KI-II clengan menggunakan Doktrin 
Mawali Hazairin clalam penyelesaian pembagiannya. 

Penyelesaian kasus wasiat wajibah yang dilaksanakan oleh 
Pengadilan Agama, agaknya, hanya memperhitungkan posisi/keduclukan 
para ahli waris pada saat kasus tersebut diajukan, tidak memperhitungkan 
posisi mereka pada saat pewaris meninggal dunia. Berdasarkan data di 
lokasi penelitian, terdapat 47 orang (23,98%) dari 196 orang ahli waris 
pengganti sebenarnya bukan ahli wari.s pengganti (penerima wasiat 
wajibah), melainkan mereka mendapatkan warisan karena kedudukannya 
sendiri (bukan menggantikan orang lain). Dengan penetapan seperti ini, 
tentunya, dalam kasus-kasus tertentu, akan ada pihak yang (merasa) 
dirugikan. 

Sebagai contoh, di bawah ini penulis kemukakan Fatwa Waris 
Pengadilan Agama Serang Nomor 19/PPPHP/2000/PA/SRG tanggal 2 
]uni 2000, yang ahli warisnya terdiri atas: cucu dari anak laki-laki (A), 
yang orang tu�nya (X) telah meninggal clunia sebelum kematian pewaris 
clan 4 orang cucu dari anak perempuan, yaitu seorang laki-laki (B), clan 3 
orang perempuan (C,D, clan E), yang orang tuanya M telah meninggal 
dunia setelah kematian pewaris. 

Para ahli waris pada kasus di atas, oleh Pengadilan Agama 
ditetapkan sebagai berikut: 

1. Almarhurn X (anak laki-laki). Berclasarkan pasal 185 KI-II,
kedudukan clan bagiannya digantikan oleh anaknya yang bernama
A

2. Almarhum Y (anak perempuan). Berdasarkan pasal 185 KI-II,
kecludukan clan bagiannya digantikan oleh anak-anaknya, yakni B,
C, D, danE
Dengan penetapan di atas, maka bagian mereka aclalah sebagai

berikut: 
A mendapat 2/3 bagian 
B mendapat 2/5 x 1/3 bagian 

ALQALAM 
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= 10/15 bagian 
= 2/15 bagian 
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D mendapatl/5 x 1/3 bagian = 1/15 bagian, clan 
E mendapat 1/5 x 1/3 bagian = 1/15 bagian 
Kedudukan A pada kasus di atas, menurut hemat penulis­

karena pada saat kematian pewaris, Y (anak perempuan) masih hidup­
bukan sebagai ahli waris pengganti dari X, melainkan sebagai ahli waris 
'ashabah, karena tidak ada ahli waris lain (anak laki-laki) yang 
menghijabnya. Karenanya, ahli waris pada kasus di atas adalah Y (anak 
perempuan) clan A (anak laki-laki dari anak laki-laki) jadi, bagian yang 
seharusnya diterima oleh para ahli waris sebagai berikut: 

Y mendapat 1/2 bagian, yang kemudian diberikan kepada anak-
anaknya sebagi berikut: 

B mendapat 2/5 x 1/2 
C mendapat 1/5 x 1/2 
D mendapatl/5 x 1/2 
E mendapat 1/5 x 1/2 
A mendapat sisanya, 1 /2 bagian 

Penutup 

= 2/10 bagian 
= 1/10 bagian 

= 1 /10 bagian 
= 1/10 bagirn 

= 5/10 bagian 

Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diberikan pada walidain clan 
aqrabin yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan 
pewaris, baik karena mereka dzawi al-arham, maijub maupun mahrum, yang 
orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal 
lebih dahulu dari pada pewaris. Landasan ketentuan wasiat ini adalah 
keumuman ayat wasiat (Q.S., 2 : 180) yang tetap berlaku bagi mereka, 
karena ayat mawaris clan hadits la washiyata Ii waritsin hanya mentakhshish 
wasiat bagi penerima warisan,pemberian wasiat wajibah kepada walidain 
clan aqrabin yang orang tuanya atau mud/a bih-nya (penerima warisan) 
telah lebih dahulu meninggal ini dilandasi rasa keadilan, untuk 
memberikan kepastian hukum kepada mereka dalam mendapatkan 
bagian dari mud/a bih-nya. 

K.etentuan wasiat wajibah, sejak K.ompilasi Hukum Islam di
Indonesia memperoleh kekuatan clan bentuk yuridis untuk digunakan 
clan dijadikan rujukan para hakim dalam praktek di Pengadilan Agama, 
telah diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia. Para 
hakim, dalam menyelesaikan kasus wasiat wajibah/ ahli waris pengganti 
mengacu clan berpedoman kepada pasal 185 K.HI dengan menggunakan 
Doktrin Mawali Hazairin dalam peydesaian pembagiannya. 

Pasal 185 K.HI yang mengatur ketentuan wasiat wajibah bagi ahli 
waris pengganti (penerima wasiat wajibah) masih bersifat umum, sehing­
ga oleh para hakim di Pengadilan Agama diberlakukan kepada seluruh 
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ga oleh para hakim di Pengadilan Agama diberlakukan kepada seluruh 
ahli waris pengganti tanpa memperhitungkan posisi/kedudukan para ahli 
waris tersebut pada saat kematian pewaris, clan memberikan bagian 
kepada mereka sebesar bagian yang seharusnya diterima orang tuanya, 
dengan mempergunakan Doktrin Mawali Hazairin. Akibatnya masih 
banyak para hakim yang menetapkan ahli waris (murni) sebagai ahli waris 
pengganti (penerima wasiat wajibah). Dengan penetapan tersebut, dalam 
kasus-kasus tertentu, akan ada pihak yang dirugikan oleh penetapannya. 
Karenanya, pasal 185 KHI tersebut perlu ditambah atau diadakan 
penyempurnaan. 0 
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